PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH
UNTUK MELAKUKAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

ca.

—

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57, Pasal 87 dan Pasal
135 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat menjadi pejabat administrator, pejabat
pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pimpinan tinggi
wajib dilantik dan diambil sumpah janji jabatan menurut
agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-
masing ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 90
ayat (2) dan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pejabat lain
di lingkungannya untuk mengambil sumpah /janji jabatan ;

bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji Pejabat Administrasi, Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus, Bupati selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian perlu mendelegasikan wewenangnya
kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji bagi pejabat dimaksud ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) ;



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29) ;

3

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli
Bupati Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Nomor 32) ;

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

KEPADA SEKRETARIS DAERAH UNTUK MELAKUKAN
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Bupati adalah Bupati Kudus.



—

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kudus.

Pendelegasian wewenang adalah pendelegasian hak yang
dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara
yang menduduki jabatan administrasi pada instansi
pemerintah.

Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara
yang menduduki jabatan fungsional pada instansi
pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara
yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 2

. Bupati mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah

untuk melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
jabatan bagi :

Pejabat Administrasi ;
Pejabat Fungsional ; dan

3. Pejabat Pimpinan Tinggi.

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah.

. Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sekretaris Daerah wajib melaporkan
pelaksanaannya kepada Bupati.



Pasal 3

Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Administrasi,
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kudus Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang
Kepada Sekretaris Daerah untuk Melakukan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi, Pejabat Administrasi dan Kepala Sekolah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR

~KUDUS »—~
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